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BI'PATI BARITO SEI,ATAN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan'

pembangunan, dan pelayanan rnasyarakat di daerah'

masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender,

sehinggadiperlukanstrategipengintegrasiangender
melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunarl'

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi

atas kebij ak€drr, program, dan kegiatan yang responsif gender;

bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi

yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi

satu dimensi integfal dari perencanaan, pen)ruSunan,

pelaksanaan, penganggara$, pemantauan, dan evaluasi

atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

di Kabupaten Barito Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2O22;

Undang-Uadang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Damrat No. 3 Tahua 1953 Tentang
Perpanjangan Pembeatukan Daerah Tingkat II di lfulimaatan;
Undang-Undang Nsrccr 7 Tahern 1984 tentang Pengesahan
Koaver:si Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita {Calruentiotl ott fhe Elixzixation af dlfarm.s af
Discrimfulaiti*rn Aga:inrs. Wamen|;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
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2.

3.



Memperhatikan :

5.PeraturanPemerintahNomor6Tahunl9SStentang
KoordinasiKegiatanlnstansiVertikaldiDaerah;

6. Perat-urqtr Menteri Da-1a14 Negeri NQmQr 15 Tahue 2OO8

tentangPedomanUmumPelaksanaanPengarusutamaan
GenderdiDaerahsebagaimanatelahdiubahdengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2ol1

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri

Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum

PelaksanaanPengarusutamaanGenderdiDaerah;
7. Peratrrran Merrteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2al4 tentang

PedomanPenyelenggaraansistemDataGenderdanAnak;
g. peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3

Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat

Daerah KabuPaten Barito Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7

Tahun 2o2o tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Barito $elatan Nomor 2 Tahun

2A2t tentarrg Anggara* Pendapatan da-tr Belaaja Daerah

Kabupaten Barito Setratan Tahun Anggaran 2*22;

Instruksi Pr.esiden Nomor I Tahun 2ooo tentang
pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

Menetapkan

KESATIJ

KEDUA

MEMUTUSI{AN :

Membentuk Forum Data Terpiiah Gender dan Anak

di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan

susu11arr dafr kq44gggt4a4 sebagalma44 tqrcantum dalam

Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Fqrym sebg.gailqanq. dtnakSud Pada
mempunyai tugas sebagai berikut :

DikEwr'r KE${lu

a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian,

unit perencanaan dan unit pelaporan di internal maupun
eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan

anak;

b. mendorong unit pelaksanafsatuan kerja untuk
mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan

analisis gender dan anak di dalam menJrusun perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan

responsif gender dan Peduli anak;

c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit
pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data

terpilah ke dalam publikasi dan sistem database

yan6 drpgrba-trarri secara rytin;
d. melakukan pemantauan dan eva-luasi penyelenggalaan

sistern data gender dan anak paling sedikit 1 (satg) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data

gender a," 'o'ft 
kepada Bupati Barito Selatan'

Fsr-um sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

dalammelaksanakantugasnyabertanggungiawabkepada
Bupati Barito Selatan'

SegalabiayayangtimbulakibatdikeluarkannyaKeputusanini,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

PengendalianPenduduk,KeluargaBerencana,Pemberdayaan
PerempuandanPerlindunganAnakKabupatenBaritoSelatan
Tahun Anggaran 2022'

Keputusaninimulaiberlakupadatanggalditetapkandan
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2O22'

Ditetapkan di Buntok
pa{+J$qggal ffi 9ffiffi*2022

SELATAIS,
.,

Tembusan disampaikan kepada YtJ' :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala DPSAPPKB Provinsi Kalimaatan Tengah di palangka Raya.
3. Masing-masing yang bersanglrutan untxk diketahui

dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Anggota

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan- Anggota

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan. Anggota

13.
Kepala Dinas Perd.agangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Selatan.

Anggota

L4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Barito Selatan

Anggota

15. Kepda Dinas Perhubungan Kahupaten Barito Selatan. Anggota

16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan Anggota

t7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Barito Selatan

Anggota

1"8. Kppala Bagrq11 H-r*qa1 $et_dq [qbqpate11 Barit"q Se-lalen Anggota

19. Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan Anggota

20. Kepala Bidang Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada DPPKBPSA Kab. Barito Selatan Anggota

21. Asita, A.Md (Analis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBPSA
Kabupaten Barito Selatan) Aaggota

22. Lenni Manurung, A.Md, Keb/Kasi Perlindungan Hak Perempuan
Bidang PPPA pada DPPKBPSA Kabupaten Barito Selatan

Anggota

23.
Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep (Ana1is Kebijakan Bidang PPPA pada
DPPKEPSA- Kab. EatqeU

Anggota

24. Ariansyah, SEI Operator SIGA Gender & Anak pada DPPKBP3A Kab.
Barito Selatan Anggota
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